BUPATI LAMPUNGUTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUUNG UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD]}
' KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014-2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa dalam rangka memberikan landasan dan
Pedoman Utama bagi pelaksanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagai bagian
dari wilayah Propinsi lampung yang merupakan
bagian integral dan menyatukan diri dengan
pembangunan nasional, maka perlu dirumuskan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
Bupati Lampung Utara Periode 2014-2019;

bahwa wuntuk menjamin keterkaitan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lampung Utara, dengan  dokumen
perencanaan pembangunan lainnya, baik secara
vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai
media untuk melihat dan memelihara konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksgnaan,
dan pengawasan pembangunan daerah;

bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b
tersebut diatas, maka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2014-2019 dimaksud, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); '
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor .26 Tahun 2007 téntang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 39  Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara  Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indenesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614); ' ‘

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05
Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung; ‘

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Lampung;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);

20. Peraturan Daeralh Kabupaten Lampung Utara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ) RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014-
2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebgai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasijonal adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung
Utara selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen pertncanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung
Utara selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
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(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah seianjutrya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang bertcmgwun gjawab atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renstra-SKPD adalah dokumnen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk priede 1 {satu) tahun.

Visi adalah rurausan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Strategi adalah langkah langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrument kebuakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk mempercleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Pegencanaan
Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya  disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun, memuat penjabaran visi dan misi Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Lampung Utara, serta strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan daerah, dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2003-2025 dan memperhatikan rancangan
RPJMD Provinsi Lampung Tehun 2015-2019.
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(2) Dalam proses penyusunannya RPJMD dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) RPUMD tehun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BabI :Pendahuluan
Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab IIl : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka
Pendanaan
Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII : Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas
Bab IX : Penetapan indikator Kinerja Daerah
Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab X1 : Penutup

Pasal 3
(1) RPJMD dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2019.

(2) Rincian RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 4

Indikator kinerja dan target kinetrja RPJMD tercantum dalam rincian
RPJMD dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman dan dasar
penyusunan RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD
BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal € *

(1) Pemerintalh Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi
pedoman penyusunan rencana pembangunan itahun 2015 sampai dengan
tahun 2019 dan dapat diberlakukan kembali sebagai RPJMD transisi yang
akan menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2020, sebelum
tersusunnya RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode
selanjutnya.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

*

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 23 - 5 -~ 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA, °

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

4

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 -5 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NG UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMQR "



PENJELASAN
ATAS :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA -+
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH {RPJMD)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014-2019 -

UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan daerah
untuk menyusun Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (
RPJPD ) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, telah ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara
Nomor 10 Tahun 2008. Sedangkan landasan hukum yang digunakan
dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun
2014 - 2019 ini, terdiri dari landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan
Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional
yvang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, yang berkaitan
dengan pembangunan Kabupaten Lampung Utara.

Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 -
2019, adalah turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Lampung
utara Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan maksud untuk
memberikan arah sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh pelaku
pembangunan di Kabupaten Lampung Utara (Pemerintah, Masyarakat
dan Dunia Usaha), dalain penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang akan dirinci lebih lanjut
kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi
pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra -SKPD).

RPJMD Kabupaten Lampung Utara bertujuan untuk:
1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam bentuk
strategi, kebijakan, program , dan kegiatan.
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2.Menjamin  keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertiKal maupun
horizontal, sekaligus juga sebagsi pedoman dalam melihat dan
memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

3. Mengoptimalkan penggunaan sumber secara efektif, -efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Mengidentifikasikan  isu-isu = pembangunan dan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, sehingga benar-benar dapat
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka
mengoptirnalkan partisipasi masyarakat.

5. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepla daerah,
sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman pihak
terkait di Kabupaten Lampung Utara.

6. Sebagai acuan penvusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah, acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penetapan periode RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun
2014 - 2019, meskipun mengacu pada masa bakti kepala daerah
terpilih, hasil Pemilihan Kepala daerali Tahun 2013, akan tetapi dengan
pertimbangan demi terciptanya efektifitas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah, maka secara operasional substansial tahun
pertama pelaksanaan RPJMD cdimaksud, terhitung sejak Tahun 2015
dan berakhir pada Tahun 2019 dan atau dengan diterbitkannya
peraturan daerah tentang RPJMD yang baru, juga meugacu kepada
peraturan peralihan untuk mengatur kondisi khusus diluar perkiraan
normal, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2014-2019 memuat visi yaitu “MEWUJUDKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA,
AGAMIS DAN BERMARTABAT”

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3 *
Cukup Jelas



Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Rancangan awal
RKPD disusun oleh Bappeda dengan menggunakan masukan
bahan rancangan Renja-SKPD. Rancangan RKPD memuat
rancangan kerangka ckonomi daerah , program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
dan pagu indikatif, bak yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain
yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD. RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renstra-SKPD disusun oleh setiap SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada RPJMD.
Kecamatan sebagai SKPD juga berkewajiban menyusun Renstra
Kecamatan. Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala
SKPD.

SKPD menyusun Renja-SKPD dengan mengacu kepada Renstra-
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari amsyarakat. Rancangan Renja-SKPD
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja
SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. '

Pasal 6 *
Ayat (1)
Pengendalian oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini olehh Bupati
Lampung Utara dilakukan oleh Bappeda untuk keseliruhan
perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk
program danjatau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. .
Pengendalian meliputi:
a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan
b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Evaluasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Bupati
Lampung Utara dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan
perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk
capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode
sebelumnya.

Evaluasi meliputi :



a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah
b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
c. ‘Hasil rencana pembangunan daerah.

Ayat {2)

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan
‘ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati

vang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya
wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) untuk

P tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

« Untuk mengatasi terjadinya kekosongan tentang RPJMD
Kabupaten Lampung utara pada masa transisi {yaitu bilamana
Peraturan Bupati RPJMD ini telah berakhir, namun Peraturan
Bupati RPJMD pada periode berikutnya belum ditetapkan), maka
Peraturan Bupati RPJMD Kabupaten Lampung Utara ini
dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Daerah
RPJMD Kabupaten Lampung Utara periode berikutnya.

»

Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR O]

*




bl

Berkenaan dengan itulah, masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari
seriua pihak, akan diterima dengan lapang dada, demi kesempurnaan dokumen
perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, Kabupaten Lampung Utara 2014-2019.
Sejalan dengan harapan, semoga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, memiliki kemampuan untuk

menjawab serta bersifat antisifatif, terhadap problematika kehidupan masyarakat dan
pembangunan daerah.

Wallahulmuafiq illa agwamuttoriq Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

*
[}

l

R

RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019
BAB Xi] 2



v

1//

e

[ 2

5,

“Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu merubah
nasibnya sendiri”.

Sehubungan dengan ayat tersebut, adalah suau hal yang bukan berlebih — lebihan,
jika tersirat doa dan harapan, semoga Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2019, memiliki
kemampuan untuk menjawab serta bersifat antisifatif terhadap problematika
kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah, kini dan yang akan datang.

L ]

*

. BUPATI KABUPATENyING UTARA

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
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